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Abstrak

Makalah ini berangkat dari fenomena yang ditimbulkan akibat diterbitkannya UU No.6 tahun 2014 tentang desa.  Di bawah rezim desa ini ada perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan nagari di Sumatera Barat.  Nagari yang dilaksanakan selama ini berada di bawah UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah justru menempatkan nagari sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan terendah.  Padahal hakikat kembali ke nagari yang diinginkan tidak hanya sebatas penyelenggaraan pemerintahan terendah.  Akan tetapi, lebih luas dari itu, nagari ideal yang dimaksudkan meliputi aspek sosialbudaya dan geneologi dengan segala turunannya, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan terendah.  Faktanya, Peraturan Daerah No.9 tahun 2000 yang selanjutnya direvisi dengan UU No.2 tahun 2007 sangat sedikit memberi perhatian pada aspek itu, kalau tidak mau dikatakan tidak ada sama sekali.  Nagari tidak lebih hanya sekedar melaksanakan fungsi pemerintahan terendah dan lemah pada aspek penerapan sistem sosiobudayanya yang kental dalam kehidupan masyarakat.  Akibatnya, nagari berada pada posisi marginal dan subordinat dari kekuasaan pemerintah modern di tingkat terendah.  Dengan diterbitannya UU No.6 tahun 2014, peluang untuk menyelenggarakan nagari adat menjadi semakin terbuka.  Namun, di saat peluang yang semakin terbuka ini, praktik bernagari juga menghadapi tantangan ketika Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi bagian yang harus diintegrasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Apalagi, dalam pelaksanaan MEA ini juga akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN yang sedikit banyaknya juga mempengaruhi masyarakat nagari, khususnya etnis Minangkabau yang terbiasa dengan kehidupan sosial budayanya.  Karenanya makalah ini akan menjelaskan proses transformasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dari rezim pemerintahan daerah
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1. Pendahuluan

Nagari, dalam pengertian yang lebih luas tidak hanya menyelenggarakan masalah adat semata.  Adat hanyalah salah satu bagian dari kehidupan bernagari.  Ini dapat dimengerti, jika nagari adalah republik mini (De Jong, 1952; Navis, 1984; Kato, 2007) tentu urusannya tidak sebatas mengurus masalah sosial dan budaya saja.  Dengan kata lain, nagari tidak hanya mengurus masalah adat semata.  Dulunya, jauh sebelum Indonesia merdeka, banyak urusan lain yang diselenggarakan nagari dan itu semua mencerminkan kedaulatan masing-masing nagari dalam lingkup kekuasaan Kerajaan Pagaruyung.  Secara berangsur, kedudukan nagari ini bergeser, di mulai ketika Kolonial Belanda menjadikan nagari sebagai unit administrasi pemerintahan kolonial hingga setelah kemerdekaan nagari disubordinasikan ke dalam unit pemerintahan yang melaksanakan administrasi negara di tingkat terendah sekaligus menjadi intitusi neo-tradisional dalam masyarakat (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2013:1).
Terjadinya perubahan bentuk dan proses penyelenggaraan nagari ini adalah akibat dominannya kekuasaan pemerintahan yang mengatur praktik bernagari dalam masyarakat.  Dalam banyak hal, apa yang dilakukan pemerintahan ini tentu mengubah tatanan masyarakat dalam bernagari.  Hal yang paling nyata dapat dilihat dalam praktik berdesa berdasarkan UU yang ikut mengubah pelaksanaan nagari di Sumatera Barat.  Turunannya adalah pada pengaturan bernagari yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda).  Dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 huruf (a) UU No.6/2014 secara jelas ditegaskan pengakuan desa adat karena adanya “kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat territorial, geneologis, maupun fungsional.”  Implikasi dari pengertian ini, secara tidak langsung menjadikan semua nagari sebagai nagari adat.  
Jika diamati bahwa penyelenggaraan kehidupan bernagari di Sumatara Barat mengalami penyempitan makna sejak dilaksanakannya otonomi daerah masa reformasi ini.  Faktanya, pelaksanaan kehidupan bernagari saat ini tidak lebih hanya sekedar menyelenggaraan bentuk pemerintahan modern terendah (Yoserizal dan Asrinaldi, 2013).  Akibatnya penyelenggaraan nagari hanya dalam konteks melaksanakan pemerintahan dan menjadi perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah kabupaten.  Padahal bernagari tidaklah seperti itu.  Musyair Zainuddin (2008) menjelaskan praktik bernagari justru lebih rumit dan tidak hanya menyangkut penyelenggaraan urusan pemerintahan saja.  Jamak diketahui kehidupan bernagari juga meliputi aspek sosiobudaya dan geneologi masyarakatnya yang justru menjadi karakter nagari sesungguhnya (De Jong, 1952; Kato, [1982], 2005).  Namun, sejak Orde Baru melaksanakan kekuasaannya, eksistensi nagari justru menjadi memudar.  Nagari tidak lagi menjadi tempat interaksi nilai sosiobudaya masyarakatnya akibat diseragamnya penyelenggaraan pemerintahan terendah, yaitu desa.  Implikasinya nagari harus lebur menjadi desa yang dalam kenyataannya ada aspek yang berbeda antara desa dan nagari (Manan, 1995).  Pada hakikatnya nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang jelas tidak sama dengan desa.  Akibatnya nagari hanya menjadi unit pemerintahan terendah sekaligus melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten melalui camat. 

Masalah lain dalam kehidupan bernagari yang juga ditemukan saat ini adalah semakin berkurangnya peran kelembagaan adat sebagai insitusi sosial yang dapat melaksanakan fungsinya dalam masyarakat.  Terbitnya Perda No.9/2000 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari dan selanjutnya direvisi dengan Perda No.2/2007 justru memarginalkan fungsi institusi adat dalam masyarakat.  Dalam realitanya, Perda ini lebih banyak memberi penekanan pada penyelenggaraan fungsi pemerintahan terendah saja berbanding penyelenggaraan bernagari secara hakikat, yaitu melaksanakan nagari dari aspek sosio-budaya dan geneologi.  Dampak yang dirasakan justru kepada masyarakat, terutama ikatan sosial yang terjalin di antara mereka menjadi lemah.  Bahkan masyarakat sedikit sekali memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan berdasarkan kesadaran mereka.  Padahal, bernagari juga mencakup adanya keterlibatan secara sadar anak kamanakan dan urang kampuang yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan nagari.  Dalam konteks politik keterlibatan masyarakat dalam bernagari inilah sebenarnya yang menjadi refleksi berkembangnya demokrasi pada aras lokal.

Seiring dengan berlangsungnya konsolidasi demokrasi yang ditandai dengan terbitnya UU No.6/2014, maka peluang untuk melaksanakan nagari dalam konteks yang lebih luas lebih terbuka.  Bahkan dalam Pasal 6 ayat 1 UU ini dinyatakan “[d]esa terdiri atas desa dan desa adat.”  Penegasan terhadap tranformasi desa atau nagari menjadi nagari adat juga dinyatakan dalam Pasal 28 PP No.43/2014 tentang pelaksanaan UU desa.  Dengan adanya pasal-pasal ini memberi peluang kepada masyarakat Minang untuk mengembangkan nagarinya berdasarkan adat dan budaya yang ada.  Apalagi dengan konsepsi adat salingka nagari membawa pesan bahwa pengembangan nagari adat sangat bergantung pada bagaimana masyarakat di nagari menyikapi peluang ini.  Pilihan kepada pelaksanaan nagari adat ini tidak berarti menghilangkan substansi penyelenggaraan pemerintahan modern terendahnya.  Perbedaannya adalah pada proporsionalitas pelaksanaan kewenangan yang ada di nagari tersebut yang tentu lebih banyak diarahkan pada penyelenggaraan aspek sosio-budayanya.  Apalagi selama ini kewenangan nagari dalam konteks sosio-budaya ini tidak jelas walaupun ada pengakuan pemerintah terkait dengan hak asal-usul.

Berdasarkan Pasal 35 PP No.43/2014, maka implementasi hak asal-usul ini memberi harapan bagi masyarakat di nagari untuk melaksanakan kewenangan adatnya yang semakin lama semakin tergerus ditelan zaman.  Hak asal-usul nagari yang dinyatakan tersebut mencakup pranata hukum adat [salingka nagari], pemilikan hak tradisional, pengelolaan tanah ulayat, pengisian jabatan wali nagari (adat) dan perangkatnya serta pengisian organisasi dan kelembagaan masyarakat adat.  Selama ini, hak asal usul tersebut tidak pernah dapat diimplementasikan.  Lalu, bagaimana menyikapi peluang ini?  Walaupun sebagian kecil masyarakat di nagari menjalani aktivitasnya, namun implementasi adat dan budaya yang dilaksanakan hanya dalam urusan sako dan pusako.  Tentu dengan perubahan praktik bernagari yang di bawah rezim UU Desa yang dipisah dari rezim UU Pemerintahan Daerah memberi keuntungan bagi masyarakat nagari.  Persoalannya adalah pada kesiapan masyarakat di nagari untuk mentransformasikan penyelenggaraan nagari ke nagari adat.  Jika memang demikian, pertanyaannya adalah bagaimanakah proses transformasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dari rezim pemerintahan daerah ke rezim desa di Sumatera Barat ? Dalam beberapa hal transformasi bentuk nagari ini di bawah rezim UU desa ini memberi keuntungan sekaligus kerugian kepada masyarakat Sumatera Barat, serta memberikan implikasi terhadap perwujudan masyarakat sosial budaya ASEAN 2015
2. Transformasi ke Nagari Adat di Bawah Rezim UU Desa

Sesuai dengan Pasal 6 UU No.6 tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa terdiri dari desa dan desa adat.  Artinya, nagari yang juga menjadi unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat juga dapat menjadi nagari adat.  Namun, yang jadi persoalan nagari adat yang dimaksdu tentu tidak hanya sekedar menyelenggarakan unit pemerintahan terendah saja.  Jika dipahami pengertian nagari saja, sudah terdapat perbedaan yang prinisp dengan desa.  Nagari dikenal dengan kesatuan masyarakat hukum adatnya.  Kalaupun, dalam UU tentang desa ini tidak ada klausul tentang desa adat, nagari di Sumatera Barat sebenarnya sudah menjadi bagian dari aktifitas hukum adat dalam keseharian masyarakat. Jelas fenomena ini berbeda dengan desa yang aktifitas adat istiadatnya tidak menjadi bagian integral hukum administratif negara.

Dalam Pasal 96 UU No.6/2014 dinyatakan bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melakukan penataan terhadap masyarakat hukum adat dan dari penataan itu kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dapat dibentuk desa adat.  Artinya, nagari di Sumatera Barat—dalam definisinya adalah kesatuan masyarakat hukum adat—ditetapkan menjadi nagari adat.  Tentu ini menimbulkan pertanyaan? Apakah penetapan sebagai nagari adat ini subordinat dari desa?  Jika diperhatikan, penetapan sebagai desa (nagari) adat sebagaimana yang dimaksudkan oleh UU desa ini adalah subordinat dari desa.  Sebab kewenangan yang dimiliki desa adat tersebut hanya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan adat.  Ini tentu berbeda dengan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.
Beberapa sarjana yang memberi perhatian dari aspek sosial dan budaya ini dan melakukan kajian adalah De Jong (1952), Kato ([1982]; 2005) dan Navis (1984), Hadler (2010).  Misalnya, De Jong memahami bahwa dinamika kehidupan masyarakat Minangkabu bersumber dari alam yang melingkupinya.  Tidak jarang konsepsi berguru ke alam—alam takambang jadi guru—memiliki pesan yang dalam sehingga mempengaruhi setiap tingkah laku etnis Minangkabau.  Pemahaman yang dalam terkait dengan proses pembelajaran ke “alam” ini menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sistem sosial dan budaya etnis Minangkabau.  Bahkan sendi sosial dan budaya ini juga menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bernagari.  
Lebih jauh, De Jong melihat bahwa organisasi sosial dalam masyarakat, misalnya nagari, dibangun dari sistem matrilineal yang dimulai dari suku hingga berkembang menjadi kaum.  Pada aspek ini, baik pada tingkat suku maupun kaum ada peran penghulu yang menjadi pemimpin dalam menjalankan nagari (1952:49-53).  Tentu aspek penyelenggaraan nagari tidak hanya sosial dan budaya, tapi penyelenggaraan politik dan pemerintahan yang semuanya berinteraksi dalam nagari yang dikendalikan oleh penghulu adat.  Jika dilihat lebih dalam, kajian De Jong tidak mengurai secara jelas bagaimana sesungguhnya praktik pemerintahan nagari tersebut, terutama jika dikaitkan dengan kewenangan pemerintahan yang memposisikan nagari sebagai subordinasi pemerintah.

Begitu juga dengan kajian Tsuyoshi Kato dalam Adat Minangkabau dan merantau dalam perspektif sejarah ([1982];2005) melihat kecenderungan merantau dari orang Minangkabau yang berdampak pada perkembangan sistem matrilineal yang diamalkan.  Kato mencoba memahami dari keberadaan sistem matrilineal yang cenderung terus berubah dan meninggalkan esensi yang sebenarnya dari kehidupan suku dan kaum dalam keluarga besar orang Minangkabau.  Penelitian Kato yang memang tidak menyinggung secara khusus aspek penyelenggaraan nagari sebagai unit pemerintahan terendah—padahal dibangun dari sistem matrilineal—menjadi dasar untuk pengembangan kajian yang akan dilakukan.

Kajian terbaru terkait dengan aspek sosial dan budaya ini adalah kajian Hadler (2010) yang melihat kedudukan budaya matriakat dalam sistem sosio dan budaya etnik Minangkabau serta pengaruhnya pada dinamika politik yang berlangsung.  Bahkan Hadler memperluas kajiannya terkait dengan kedudukan orang Minang dalam perkembangan sistem politik kontemporer.  Bagi Hadler, budaya Minangkabau sebenarnya dapat dipersandingkan dengan agama mayoritas penduduknya, yaitu Islam menjadi bagian penting bagi mayoritas etnik Minangkabau untuk tetap eksis dikancah politik nasional hingga berakhirnya rezim Orde Baru. 

 Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah, beberapa kajian juga sudah dilakukan oleh banyak ilmuwan.  Salah satunya kajian Antlov (2003) yang melihat terjadinya perubahan signifikan dalam praktik berdemokrasi masyarakat dalam pembuatan keputusan politik di desa melalui keterlibatan masyarakat sejak diberlakukannya UU No.22/1999.  Menurutnya, meskipun praktik demokrasi mulai berkembang di desa yang dapat dilihat dengan menguatnya fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD), namun keberadaan demokrasi di desa juga mendapat ancaman dari institusi yang berada di luar komunitas masyarakat desa itu sendiri, terutama untuk menguatkan peranan mereka dalam berdemokrasi tersebut.  Seperti yang dijelaskan Antlov (2003:210): “…the main threat to grassroots democracy and village autonomy comes from outside the communities, from the state and from district elites. I am referring to the half-hearted measures through which central and district governments support village autonomy, and the way lokal elites have captured the fruits of decentralisation. To what extent higher authorities will allow villages to maintain their autonomy is still very uncertain.” Walaupun begitu, Antlov masih menaruh harapan besar dengan perubahan demokrasi di tingkat desa yang terjadi pasca Orde Baru.  Menurutnya: “There is hope that the village will be governed by people who are committed and well intentioned, rather than by the rent seekers of the past. This is good for rural development, and good for Indonesia (2003:210).”  

Bagi masyarakat di daerah, transformasi penyelenggaraan nagari sangat bergantung pada aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.  Diskresi dalam penyelenggaraan nagari tidak boleh keluar dari UU yang sudah ditetapkan.  Karenanya desain kehidupan bernagari di Sumatera Barat sangat bergantung sejauh mana ruang yang diatur oleh pemerintah pusat sejalan dengan keinginan masyarakat di daerah.  Sejak penyusunan draft UU tentang desa ini terjadi polemik yang sangat intens di Sumatera Barat yang keberatan dengan desain UU desa tersebut.  Salah satunya adalah Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) yang sangat keberatan dengan desain UU tersebut.  Dimulai dari penggunaa istilah desa dalam UU tersebut mencerminkan ketidakarifan pemerintah menghargai nilai-nilai lokal.  Kesan perkataan “desa” mencerminkan dominasi satu kultur saja di Indonesia.  Padahal Indonesia dibangun dengan semangat keberagaman.
  Masalah lain yang juga disorot oleh lembaga kerapatan adat ini adalah semakin lemahnya tananan nilai sosial, budaya dan agama di nagari, jika UU desa ini dilaksanakan.  Sebab semangat yang terkandung dalam desa ini jelas berbeda dengan rasa kebatinan masyarakat di nagari.  Apalagi selama ini, dengan dilaksanakannya UU No.5 tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan desa, terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan nagari di Sumatera Barat (cf. Manan, 1995).

Walaupun begitu, apa yang dikeluhkan oleh LKAAM sebenarnya sudah diatur oleh UU Desa yang tetap menghargai adanya nilai-nilai lokal dengan keistimewaannya.  Bahkan dengan UU ini, pemerintah daerah Sumatera Barat dapat memperbaiki Perda yang dianggap yag diterbitkan selama ini mengecilkan peran Nagari dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.  Hal ini tidak lepas dari UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah dan PP No.72 tahun 2005 tentang desa yang masih membatasi cakupan kehidupan bernagari.  Bahkan dengan otonomi daeeah yang diatur oleh UU pemerintahan daerah tersebut, masyarakat sduah dapat merasakan kehidupan bernagari tersebut, seperti yang terdapat di  Kabupaten Lima Puluh Kota

Tentu kekhawatiran dampak negatif dari pelaksanaan UU desa ini dapat dimaklumi karena besarnya keinginan sebagai besar masyarakat Sumatera Barat untuk bisa mengamalkan sistem nilai di nagari yang bersandarkan pada filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Al-Qur’an).  Terbitnya UU desa ini mendorong pemerintah daerah mempersiapkan tranformasi penyelenggaraan nagari ini tidak hanya sebagai basis politik dan pemerintahan, tapi juga pengembangan sosial dan budaya masyarakatnya.  Transformasi penyelenggaraan nagari ini membawa beberapa keuntungan bagi nagari.  Pertama, mengembalikan kedaulatan kekuasaan masyarakat di nagari yang berlandaskan pada nilai adat dan budaya.  Kondisi ini jelas menempatkan masyarakat di nagari sebagai pelaku utama dalam penyelenggaraan nagari.  Artinya, nagari tidak lagi sekedar menjadi unit administrasi pemerintahan terendah, akan tetapi sudah menjadi institusi yang otonom dalam melaksanakan fungsinya.  Umumnya, nagari di Sumatera Barat sudah memanfaatkan otonomi yang diberikan selama ini berdasarkan UU No.32/2004 dan PP No.72/2005 tentang desa.  Walaupun dalam beberapa hal, pemanfaatan kewenangan otonomi yang diberikan oleh aturan perundang-undangan ini masih belum mampu dimanfaatkan karena terbatasnya sumber daya manusia yang ada di nagari.


Transformasi ke nagari adat ini sebenarnya perlu menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.  Dibukanya peluang dalam UU ini jelas dimaksudkan untuk mengembalikan kejayaan nagari yang pernah dirasakan masyarakat.  Bahkan dalam menghadapi persoalan di nagari, justru yang berperan aktif adalah masyarakat nagari. Buktinya, pemerintah kabupaten tidak dapat mengintervensi langsung setiap kewenangan nagari yang sudah diselenggarakan.  Artinya, masyarakat di nagari sangat berdaulat dalam menyelenggarakan kewenangannya.  Bahkan yang dominan dalam menyelesaikan masalah di nagari adalah pemuka adat yang secara informal memiliki pengaruh yang signifikan dalam bernagari.
  Hadirnya UU desa ini mengakui adanya kelahiran kembali “kaum adat” di daerah yang memang diakui oleh negara.  Selain itu, UU desa ini juga memberi pembelajaran tentang perlunya pengembangan demokrasi yang dibangun dari keberagaman adat dan budaya yang hidup di daerah.  Seperti yang dinyatakan oleh Henley &Davidson (2007:42) “Indonesia’s adat revival also offers somelessons for those interested in processes of democratization more generally.”

Jika pemerintah daerah dapat melakukan transformasi ke nagari adat di bawah rezim UU desa ini, tentu memberi keuntungan bagi masyarakat.  Apalagi pemerintah juga berusaha memperkuat kedudukan desa ini dengan memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN.  Dengan cara ini, nagari yang tidak hanya sekedar melaksanakan adat istiadat saja, juga terlibat dalam kegiatan ekonomi kemasyarakat di nagari.  Kombinasi fungsi yang dilaksanakan oleh nagari serta penguatan yang dilakukan oleh pemerintah jelas membawa keuntungan bagi nagari adat tersebut.  Masalahnya sekarang adalah pada upaya pemerintah daerah menyusun peraturan daerah yang menempatkan nagari adat sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan.  Bukan sekedar menjaga kelestarian adat dan budaya saja.


Keuntungan kedua dari tranformasi ke nagari adat ini adalah berkembangnya modal sosial dalam masyarakat.  Selama ini, basis pembangunan berdasarkan modal sosial ini belum dikembangkan dengan maksimal oleh pemerintah nagari.  Apalagi kuatnya pengaruh budaya global berdampak pada semakin longgarnya ikatan sosial di tengah masyarakat di nagari.  Modal sosial, tidak lain adalah munculnya sikap dalam diri individu dalam satu komunitas untuk saling bekerjasama, saling menghormati, bertoleransi dan saling membantu dalam memecahkan masalah yang ada dalam komunitas.  Sebenarnya, bagi masyarakat Sumatera Barat yang mayoritas adalah etnis Minangkabau, modal sosial ini sudah menjadi bagian dari sistem nilai mereka.  Ini terlihat dari filosofinya yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya.  Misalnya, ungkapan anak dipangku kamanakan dibimbiang, urang kampuang dipatenggangkan, tenggang nagari jaan binaso, tenggang sarato jo adatnyo(anak dipangku kemenakan dibimbing, orang kampung dihargai, menghargai nagari jangan binasa, menghargai dengan adatnya).  Apalagi nagari memang dibangun dari geneologi masyarakatnya sehingga kekerabatan di nagari ini menjadi faktor utama dalam perkembangan nagari tersebut.


Modal sosial di nagari memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakatnya sehari-hari.  Lingkungan nagari seperti adanya balai, musajik, sawah, ladang, tapian dan labuak adalah tempat aktivitas masyarakat nagari yang memungkinkan mereka berinteraksi.  Interaksi yang terjadi di lingkungan tersebut merupakan gambaran asal muasal modal sosial yang terbangun dalam masyarakat nagari.  Bahkan undang-undang yang berkembang di nagari juga menegaskan eksistensi modal sosial yang menjadi asas utama dalam membangun nagari.  Barek samo dipikue, ringan samo dijinjiang; saciok bak ayam, sadancaing bak basi; sakik basilau, mati bajanguak; salah batimbang, hutang babayia.Jadi modal sosial bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Minangkabau yang ada di nagari.  Dengan adanya tranformasi ke nagari adat dapat memperkuat kembali modal sosial yang mulai memudar di nagari.Apalagi di nagari terdapat suku-suku yang saling berinteraksi untuk memajukan nagari sudah tentu mengedepankan modal sosial ini.  Di Nagari Piobang, misalnya, setiap suku yang ada secara bersama-sama mengisi limbago adat untuk menghidupkan adat dan budaya di nagari.
Permasalahannya sekarang terletak pada elite lokal dalam menerjemahkan UU Desa ini ke dalam Peraturan Daerah yang dapat mengkomodasi nilai-nilai lokal yang berkembang tersebut.


Dalam perkembangannya, Perda yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya mengakomodasi apa yang menjadi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.  Penguatan nilai-nilai lokal ini menjadi bagian penguatan bagi masyarakat di nagari untuk menghidupkan modal sosial yang mulai memudar.  Ini dapat dilihat secara simbolik fungsi rumah gadang yang tidak lagi menjadi tempat sentral dalam aktivitas suku dan kaum di nagari.  Padahal pada masa lampau, rumah gadang ini menjadi tempat interaksi individu-individu satu suku atau kaum (Hadler, 2007:95-96).  Dari sinilah modal sosial itu terbangun.  Dengan adanya Perda yang mengatur tentang nagari dan harus mengacu pada UU desa ini tentu membawa manfaat bagi pengembangan modal sosial tersebut.


Keuntungan ketiga yang diperoleh dari transformasi ke nagari adat ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat sehingga memudahkan pelaksanaan pembangunan di nagari.  Bahkan nagari menjadi pusat pembangunan sebagaimana yang diinginkan oleh UU desa tersebut.  Apalagi dengan adanya bantuan dari APBN yang mendorong desa-desa di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan potensi yang dimilikinya.  Memang masalah pembangunan nagari di Sumatera Barat ini menjadi perhatian pemerintah daerah.  Apalagi nagari ini menjadi identitas peradaban etnis Minangkabau., seperti yang dirasakan masyarakat adat merasakan manfaat dilaksanakannya kebijakan kembali ke nagari sejak tahun 2000
  Tentunya, dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui alokasi dana desa yang bisa diperuntukan nagari akan meningkatkan pembangunan di nagari.


Hal yang mendasar dalam transformasi ke nagari adat ini adalah pada keterlibatan masyarakat.  Masyarakat nagari didorong aktif terlibat dalam proses pembangunan, termasuk dalam merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.  Dengan memusatkan pembangunan di nagari, jelas menggeser paradigma pembangunan yang tidak hanya berfokus pada negara semata, tapi juga masyarakat.  Paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat ini berorientasi pada pemanfaatan potensi masyarakat melalui pemberdayaan (Agusta, Tetiani & Fujiartanto, 2014:17).  Dengan cara ini, masyarakat di nagari diberdayakan dan dilatih untuk bisa mengidentifikasi masalah dan mencarikan solusi pembangunan di nagari mereka.

3. Masyarakat Sosial Budaya ASEAN
Masyarakat sosial budaya ASEAN adalah masyarakat yang terbuka dan dinamis dalam mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi disekitarnya, serta mudah melakukan kerjasama dengan masyarakat lain disekitarnya dalam bentuk hubungan kemanusiaan, persoalan jender serta pelayanan publik. Namun, keberhasilan kerjasama tersebut didukung oleh adanya persamaan kultur dan sosial di antara beberagai Negara di dalamnya.  Beberapa persoalan yang diidentifikasi oleh Geertz dalam mewujudkan kerjasama tersebut diantaranya, ;persoalan pertentangan antara kelompok sentral yang terdapat di Jawa dengan kelompok menengah yangf menjadi penentang di luar pulau Jawa di Indonesia,; persoalan mencari titik keseimbangan antara kelompok besar Melayu dengan Cina di Malaysia; persoalan kultur yang tidak jelas dan dominan untuk didnetifikas diantara beberapa kepentingan yang besar, menengah, maupun kecil  di Filipinai. (Juwono Sudarsono, 1985:111-112)  

Sisi hubungn kerjasama antara masyarakat diantara negara-negara ASEAN merupakan dimensi integrasi horizontal dalam proses integrasi nasional, seperti yang dijelaskan oleh Colemann bahwa integrasi nasional mengandung dua dimensi, diantaranya dimensi vertikal dalam bentuk hubungan elit dengan massa dan dimensi horizontal (territorial). Integrasi politik tidak hanya menyangkut tujuan, seperti pendapat Casber dan Colemen, tetapi juga meloibatkan proses serta yang berpengaruh terhadap proses tersebut. Karenanya, dalam kajian integrasi politik di Indonesia melibatkan berbagai faktor, diantaranya faktor komunikasi  sosial (Deutsch) , ekonomi (schmidt),  faktor golongan (Feith), faktor etnisitas (liddle) yang berpengaruh terhadap persoalan integrasi nasional di Indonesia pada umumnya dan kerjsama sosial budaya masyaraakat ASEAN khususnya. (Nazaruddin Syamsuddin, 1991:33)
Dalam hal ini, kultur memiliki peranan penting dalam proses transformasi sosial masyarakat, terutama dalam transformasi kehidupan politik. Politik selalu terkait dengan kekuasaan sosial, kekuasaan sosial di sini bersifat aktif dan pasif. Kekuasaan sosial bersifat pasif ketika eksistensi kekuasaan hadir sebagai bentuk “pengakuan” atas adanya kekuasaan di lingkungan sosial tersebut. Kekuasaan secara pasif hadir berbagai dimensi kehidupan sosial, ada dalam kesadaran individu-individu yang menjadi anggota masyarakatnya, menkonstruksi kehidupan sosial masyarakatnya tanpa adanya unsur paksaan dan tekanan. Kekuasaan sosial bersifat aktif, ketika eksistensinya memiliki daya kekuatan yang mampu mengatur, mempengaruhi dan memelihara tatanan struktur sosial serta memiliki konsekuensi reward and punishment yang mengikat seluruh anggota masyarakatnya. Untuk memahami pengertan kekuasaan sebagai inti kehidupan politik tidaklah sebagai seuatu kekuatan yang memaksa, tetapi juga sebagai sesuatu yang produktif. 
Melalui penempatan kekuasaan sebagai sesuatu yang produktif, maka akan terjadi peralihan dari teori statis menjadi dinamis, dinamika perubahan politik berasal peranan kultur yang menentukan arah perubahan politik yang selanjutnya mempengaruhi struktur, kelompok, kepemimpinan, dan kebijakan pemerintah, ; Kultur adalah nilai-nilai, sikap-sikap, orientasi, mitos dan kepercayaan yang relevan terhadap politik dan yang berpengaruh dalam masyarakat,; Struktur, yaitu organisasi-organisasi formal melalui mana masyarakat menjalankan keptusan-keputusan yang berwenang.; Kelompok, yaitu bentuk-bentuk sosial dan ekonomi baik yang formal maupun informal berpartisipasi dalam politik serta mengajukan tuntutan-tuntutan  terhadap struktur-struktur  politik,; Kepemimpinan, yaitu individu-individu dalam lembaga-lembaga politik dan kelompok-kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih daripada yang lainnya dalam memberikan alokasi nilai-nilai,;  Kebijaksanaan, yaitu pola-pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar menciptakan untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan beban dalam masyarakat 
Selama ini, akibat pengaruh globalisasi yang juga melanda nagari, sistem nilai adat dan budaya Minangkabau ini mengalami pergeseran dari bentuk aslinya.  Inilah yang mempengaruhi perkembangan nagari dengan meninggalkan sistem nilai yang berlaku di nagari. Modal sosial yang dihasilkan oleh nagari adat dalam rejim UU Desa bisa mendukung masyarakat sosial budaya ASEAN melalui peluang perkembangan sistem nilai yang berlaku dalam nagari, peluang tersebut menjadi berkurang pada saat konsep nagari adat bertumpangtindih dengan kewenangan politik pemerintah melalui penerapan UU Desa yang menempatkan nagari adat sebagai sebuah kesatuan yang mengabaikan nilai-nilai lokal yang berkembang pada masing-masing desa. Jaringan rumit masyarakat sosial budaya dalam sebuah nagari lebih rumit daripada fungsi pelayanan adminsitratif semata, jaringan ini terwujudnya masyarakat sosial budaya ASEAN melalui kerjasama dalam bidang kemanusiaan, jender dan pelayanan public sebagai tiga kesatuan yang terdapat dalam masyarakat sosial budaya ASEAN tersebut.

4. Kesimpulan

Terbitnya UU No.6/2014 tentang desa sebenarnya hanya mempertegas aturan sebelumnya.  Walaupun dalam beberapa hal membawa keuntungan bagi etnis Minangkabau.  Misalnya, pengakuan yang diberikan oleh negara tentang adanya masyarakat adat dengan hak asal-usulnya.  Namun, faktanya, kewenangan yang diselenggarakan oleh nagari masih sebatas kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten dengan prinsip dekonsentrasi.  Begitu juga dengan urusan yang bersifat tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah kepada desa atau nagari. Artinya, penyelenggaraan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul masih sebatas konsep yang ada dalam undang-undang.  Bahkan ada kekhawatiran, penyelenggaraan hak asal-usul tersebut sulit dilaksanakan karena identifikasi terhadap hal asal usul itu tumpang tindih dengan kewenangan pemerintahan. Selain itu, pelaksanaan bernagari berdasarkan UU ini juga memperkuat kembali sistem nilai etnis Minangkabau yang muaranya adalah penguatan modal sosial di nagari.  
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